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Mengingat

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan
sistem informasi terpadu secara efektif dan efisien dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat;

b. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
dalam proses pemerintahan (E-Government) sesuai
dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan E-Government;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang

Penyelenggaraan E-Government;,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan

Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nowmor 5587) sebagaiinana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
E-GOVERNMENT .

rRAD T
I TE N

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintaban  yang menjadi

kewenangan daerah otonom Kota Bontang.



10.

11.

Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yvang menjadi
kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang
selanjutnya disebut DKIS adalah Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota Bontang.

E-Government adalah pemanfaatan teknologi komunikasi
dan informasi dalam proses pemerintahan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkat TIK adalah sistem pengelolaan informasi dan
komunikasi yang menggunakan seperangkat teknologi
yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
yang berfungsi untuk merskam, menyimpan dan
mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat
yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang
membutuhkan.

Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang

menjadi acuan penyelenggaraan E-Government.

Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program
dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan,
kehandalan dan kesesuaian dengan standar yang
berlaku.

Perangkat Keras adalah semua bagian fisik komputer dan
alat pendukungnya.

Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang
diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun
bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media
yang dapat dibaca dengan Kkomputer akan mampu
membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi
khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus,

termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
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20.

Kode Sumber adalah suatu rangkaian pernyataan dalam
bahasa pemrograman komputer yang dapat dikonversi

dan dieksekusi sebagai program komputer.

Sistem Jaringan adalah jaringan internet dan intranet
yang menghubungkan data dan informasi di lingkungan

Pemerintal Kota Boiitang.
g

Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya
disebut Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas dalam
bentuk perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi,
sistem manajemen basis data, jaringan internet, dan

fasilitas yang mendukung Sistem Jaringan.

. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk

menempatkan  sistem elektronik dan komponen
terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan

dan pengolahan data dan informasi.

Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang
digunakan untuk memulihkan kembali data dan
informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik
yang {erganggu atau rusak akibat terjadinya bencana

yang disebabkan oleh alam ataupun manusia.

Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan
sisiein forast datl aksSes, peuggunaan, penyebalail,
pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak
yang tidak berwenang.
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kerja sama dengan sistem atau produk

kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum
dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya

berada di dalam world wide web (www) di internet.

Internet Protokol yang selanjutnya disingkat IP adalah
protokol lapisan jaringan untuk pengalamatan dan
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(1)

(2)

routing paket data antar host-host di jaringan komputer
yang berbasis TCP/IP.

Domain adalah alamat internet penyelenggara negara,
Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau
masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi
melalui internet, berupa kode atau susunan karakter
yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu
dalam internet.

.Sub Domain adalah anak Domain yang merupakan

bagian dari Domain utama dan digunakan untuk
membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah
website atau Perangkat Lunak.

Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan

dalam pelaksanaan penyeienggaraan E-Governmeni.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

a. menciptakan sinergi antara Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan E-Government;

b. mengoptimalkan penyelenggaraan E-Government
dalam pelayanan publik secara menyeluruh;

8 memudahkan pencarian informasi baik untuk

pemerintah maupun masyarakat;

d. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih dengan memanfaatkan TIK;

e. menjamin  terciptanya interoperabilitas dan

sinergitas dalam pemanfaatan TIK.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a.

b.

C.

penyelenggaraan E-Government,;
infrastruktur;

Perangkat Lunak teknologi informasi;



data dan informasi;

Keamanan Informasi;

sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan

komunikasi; dan

pembiayaan.

BAB 11

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Pasal 4

(1) E-Government disclenggarakan oleh setiap Perangkat

@)

3)

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan E-Government yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan DKIS dan
Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pengkoordinasian penyelenggaraan E-Government

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DKIS mempunyai

kewenangan sebagai berikut:

a.

Q.

menyusun  Rencana  Induk  E-Government

Pemerintah Kota Bontang;

mengelola peralatan jaringan internet dan
intranet, penyediaan bandwidth setiap Perangkat
Daerah serta Perangkat Lunak yang diperlukan

untuk pengembangan E-Government,

mengembangkan kerjasama E-Government dengan
pihak lain untuk kemajuan pembangunan Kota
Bontang;

melakukan pengawasan dan evaiuasi terhadap

penyelenggaraan E-Government;

melakukan pemblokiran jaringan pada Perangkat
Daerahh  yang  digunakan — bukan uniuk
peruntukannya dan/atau dapat mengganggu

Sistem Jaringan E-Government,;



(1)

(2)

(3)

mengakuisisi, mengelola, menyimpan dan
menyebarluaskan data dan informasi dari setiap
Perangkai Dacrahh  sesual  dengan  peraiuran

perundang-undangan;
g melakukan integrasi data elektronik;

h. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh
Perangkat Daerah untuk membahas perencanaan
E-Government; dan

L mengkoordinir penyelenggaraan E-Government
dalam rangka mendukung Bontang Smart
City.

Pasal 5
Rencana Induk E-Government merupakan dokumen
perencanaan penyelenggaraan E-Government sebagai
pedoman bagi seluruls Perangkai Dacralh.
Rencana Induk E-Government yang disusun harus selaras

dengan tujuan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Induk E-Government sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi rujukan dan pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam pengembangan E-

Goveirimerit.

BAB III
INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Infrastruktur mencakup semua perangkat teknologi

informasi meliputi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, sistem

operasi, sistem manajemen basis data, jaringan internet, dan

fasilitas yang mendukung Sistem Jaringan yang digunakan

untuk mendukung E-Government.



(1)

(2)

(1)

(2)

4)

(3)

Bagian Kedua

Perencanaan Infrastruktur

Pasal 7

Perencanaan Infrastruktur dibuat dan dimutakhirkan
secara reguler sesuai dengan Rencana Induk E-

~~
Guvuerrunerd.

Apabila terjadi perubahan terhadap rencana
Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukain kajian untuk mengidentifikasi resiko dan

biaya.

Bagian Ketiga
Pengadaan Infrastruktur

Pasal 8
Pengadaan kebutuhan Infrastruktur yang diajukan oleh

oo

Perangkat Daerah berkoordinasi dengan DKIiS.

Pengadaan Infrastruktur dalam bentuk jaringan internet
dan intranet, bandwidth serta Sistem Jaringan yang
pemaniaaiannya diperuniukkan bagi scluruh Perangkai

Daerah dilakukan oleh DKIS.

Pengadaan Infrastruktur yang pemanfaatanya
diperuntukkan bagi internal Perangkat Daerah dilakukan

oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pengadaan oleh masing-masing Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat

rekomendasi dari DKIS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian
rekomendasi diatur dengan peraturan kepala DKIS.

Pasal 9

DKIS menyediakan kebutuhan Infrastruktur Pusat Data
dan Pusat Pemulihan data bagi kepentingan layanan

Pemerintan Daerah.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(2)

(3)

Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengadakan
Pusat Data dan Pusat Pemulihan data sebagaimana
dimnaksud pada ayat {1} kecuali diteniukan lain oleh

peraturan perundang-undangan.

Seluruh perangkat server yang dikelola oleh Perangkat

Daerah dipusatkan Ji Pusat Data yaiig dikelola oleh

DKIS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur
pengelolaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data diatur

~

dengan peraturan kepaia DKIS.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infrastruktur

Pasal 10
Pengelolaan Infrastruktur meliputi Jjaringan di Pemerintah
Daerah yang menghubungkan antar Perangkat Daerah
dan jaringan internet (hotspof) untuk layanan masyarakat

umum merupakan tanggung jawab DKIS.

Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada
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ungkan data dan
informasi antar Perangkat Daerah dan peningkatan
pelayanan publik.

Pasal 11
Infrastruktur dikembangkan menggunakan wireless,
kabel fiber optik dan segala aksesorinya sebagali
buckborne,

Dalam rangka pengaturan kapasitas dan pengawasan
terhadap akses internet yang dilarang, DKIS dapat
melakukan peimuitusan seimeitaia um1/uu:u.1 penutupain

akses internet pada Perangkat Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur
pemutusan scmentara dan/atau penutupan akses

internet diatur dengan peraturan kepala DKIS.



Pasal 12
Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan
Inirastruktur dan Sistem Jaringan menggunakan P yang
dikelola oleh DKIS.

Bagian Kelima

Pemeliharaan Infrastruktur

Pasal 13
(1) DKIS melakukan pemeliharaan secara rutin Infrastruktur
yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
(2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan perangkat
TIK di lingkungan kerjanya.

BAB IV
PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Perangkat Lunak teknologi informasi mencakup sistem

operasi, Perangkat Lunak dan website.

(2) Perangkat Lunak teknologi informasi yang dikembangkan
oleh masing-masing Perangkat Daerah disimpan di Pusat
Data DKIS.

(3) Semua layanan E-Government menggunakan Perangkat
Lunak berbasis web.

Bagian Kedua

Perencanaan Perangkat Lunak dan Website

Pasal 15

(1) Perencanaan kebutuhan Perangkat Lunak dan website
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan
berpedoman pada Rencana Induk E-Government.

10



(2)

(3)

Perencanaan kebutuhan Perangkat Lunak dan website
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan
kepada DKIS untuk dianalisis sesuai spesifikasi ieknis
berdasarkan skala  prioritas  untuk  keperluan
interoperabilitas data dan informasi serta standar

Keamanan Informasi.

DKIS mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran
berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Bagian Ketiga

Pengadaan Perangkat Lunak dan Website

(1)

(2)

(3)

(4)

——
n
S

(6)

Pasal 16
DKIS bertanggungjawab terhadap pengadaan Perangkat
Lunak dan website yang telah disepakati dengan

Perangkat Daerah.

Pengadaan Perangkat Lunak dan website harus mengacu
pada perencanaan Perangkat Lunak dan website

v Ttk e S e wa gim i JFIRERE, RS, D, | i i ~ o
sebagaiinaina dimaxksud dalam Pasal 15.

Pengadaan Perangkat Lunak dan website dapat

dilakukan secara swakelola atau menggunakan jasa

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
membuat Perangkat Lunak sesuai spesifikasi teknis,
mcnyclenggarakan pclatihan  tcknis opcrasional dan
memberi garansi masa pemeliharaan Perangkat Lunak

dan website.

Pengadaan Perangkat Lunak dan website harus
didasarkan pada platform open source.

Setiap pengadaan Perangkat Lunak dan website harus
dilengkapi dokumentasi teknis yang meliputi Kode

Sumber, pengujian, manual instalasi, manual pengguna
dan manual admin, meta data dan troubleshooting.

3



(7) Hak cipta atas Perangkat Lunak, website dan Kode

Sumber menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pengelolaan Perangkat Lunak dan Website

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 17
Pengembangan Perangkat Lunak dan website dapat
dilakukan secara swakelola atau menggunakan jasa

pihak ketiga.

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan pengembangan Perangkat Lunak dan website,
menyelenggarakain pelatihan teknis operasional seita
memberi garansi masa pemeliharaan Perangkat Lunak
dan website.

Pasal 18
Pengelolaan Perangkat Lunak dan website dilakukan oleh
DKIS dan dihosting di Pusat Data.

DKIS berperan sebagai superadmin terhadap seluruh
Perangkat Lunak dan website Perangkat Daerah.

Penggunaan Perangkat Lunak dan website dilakukan oleh
masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pengisian konten website Pemerintah Kota Bontang
dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Masing-masing Perangkat Daerah menunjuk seorang
pegawai sebagai administrator masing-masing Perangkat

Lunak dan website.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengisian

konten diatur dengan peraturan kepala DKIS.

12



Bagian Kelima
Pemeliharaan Perangkat Lunak dan Website

Pasal 19
Pemeliharaan Perangkat Lunak dan website dilakukan secara
berkala oleh DKIS.

BAB V
DATA DAN INFORMASI

Pasal 20
(1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan
informasi dalam penyelenggaraan E-Government untuk
keperluan internal dan eksternal sesuai dengan

peraturan perundang-undangari.

(2) Setiap Perangkat Daerah harus menjaga kekinian,

akurasi serta keutuhan data dan informasi.

Pasal 21
Penyebaran data dan informasi ke publik dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
DKIS mengintegrasikan seluruh data dan informasi untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

4. 4954

pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

Pasal 23
(1) Website Pemerintah Kota Bontang menggunakan domain
bontangkota.go.id.

(2) Seluruh  Perangkat Lunak dan website yang
dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah

wenggunakan subdowain bontangkota.go.id.

(3) DKIS merupakan pengelola domain dan subdomain
bontangkota.go.id.

13



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

BAB VI
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 24
Keamanan data dan informasi mencakup keamanan
Infrastruktur serta keamanan Perangkat Lunak dan

webslie,

Keamanan data dan informasi bertujuan untuk menjaga
kerahasiaan, ketersediaan dan integritas data dan

inforinasi.

Setiap Perangkat Daerah harus menjaga keamanan dan
kerahasiaan data dan informasi dari pihak-pihak yang

tidak  berkepentingan  sesuai dengan  ketentuan

perundang-undangan.

DKIS bertanggungjawab atas keamanan data dan
informasi dari scgala kemungkinan rosikc yang

merugikan pengguna maupun Pemerintah Daerah.

Standar dan prosedur keamanan data dan informasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Pasal 25
DKIS melakukan audit keamanan data dan informasi

secara perkala berdasarkan standar iSO 27001.

Audit keamanan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi audit Keamanan
inirastrukiur dan audii keamanan Perangkat Lunak dan

Website.

Audit keamanan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal

maupun menggunakan jasa pihak ketiga.

14



BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN

(1)

(1)

(2)

(2)

Pasal 26
Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia aparatur di bidang TiK untuk menunjang
kualitas pemanfaatan TIK.

Peningkatan  kapasitas sumber daya manusia

sebagaitana dilnaksud pada ayai (1) melipuii:

a. pendidikan;
b. bimbingan teknis;
c. pendidikan dan pelatihan; dan
d. magang kerja.
Pasal 27

Setiap Perangkat Daerah menyediakan sumber daya
manusia teknologi informasi sesuai dengan standar

kompetensi yang dibutuhkan.

Setiap  Perangkat Daerah harus meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia teknologi informasi

untuk mendukung penyelenggaraan E-Government.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Paeal 28

Pembiayaan penyelenggaraan E-Government dibebankan
pada APBN, APBD dan/atau sumber-sumber lain yang
sah.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kegiatan, antara lain:

a. penyusunan dokumen perencanaan;

b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan

Infrastruktur dan Sistem Jaringan;

15



B pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan
Perangkat Keras dan Perangkat Lunak;

d. monitoring, evaluasi dan audit penyelenggaraan
E-Government,
e. pengelolaan operasional E-Government; dan
f. pengembangan sumber daya manusia.
BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Perangkat Lunak dan website yang sudah ada sebelum
Peraturan Wali Kota ini diundangkan, harus menyesuaikan
dengan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 2 (dua) tahun
sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 26 Mei 2017
WALI KOTA BONTANG,

/

NENI MOKRRNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 26 Mei 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ARTAHNAN
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 16
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